Hubungan Negara-Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Daerah Otonom





ANALISIS LATAR SOSIAL PENELITIAN  
 
3.1. Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 
Kekuasaan yang melekat pada daerah otonom, memicu maraknya 
tuntutan masyarakat untuk terbentuk menjadi daerah otonom. Secara aktual, hal 
ini telah menciptakan hubungan negara-masyarakat dalam konteks 
pembentukan daerah otonom. Desentralisasi sebagai transfer kekuasaan oleh 
pemerintah sebagai manivestasi negara, kepada daerah otonom sebagai 
manivestasi masyarakat, memberi konsekuensi legal pada pembentukan daerah 
otonom. Daerah otonom merupakan masyarakat yang dilembagakan secara 
politik. Seperti disampaikan Faulks (1999, h. 2) bahwa “terdapat hubungan 
kekuasaan yang saling tergantung (interdependent) antara negara dan 
masyarakat”.  
 Tak terelakkan bahwa dengan adanya pembentukan daerah otonom baru 
maka terjadi pembagian kekuasaan (area division of power) secara vertikal  
antara negara (dimanivestasi pemerintah pusat) dan masyarakat (daerah 
otonom). Hal ini membawa keniscayaan pada adanya pelembagaan kekuasaan 
(institutional of power) atas seluruh aspek kekuasaan yang ada di daerah 
bersangkutan. Kekuasaan untuk mengelola sampai memperoleh manfaat atas 
kekayaan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang dimiliki (baik 
yang potensial maupun aktual), serta kekuasaan atas struktur anggaran lokal, 
yang kemudian dipergunakan sebesar-besarnya untuk penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dalam pelayanan publik. 
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 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah salah satu kabupaten 
yang berada di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten ini merupakan 
daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow  
melalui Undang-undang Nomor 29 tahun 2008. Secara geografis, wilayah 
Kabupaten Bolaang Mongondow (Induk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) 
luas, menimbulkan masalah rentang kendali pemerintahan. Kondisi layanan 
publik yang dilaksanakan pemerintah di lima kecamatan yang menjadi cakupan 
wilayah dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kurang berkualitas dan 
belum mampu memenuhi kuantitas kebutuhan masyarakatnya.  
Kondisi infrastruktur yang sangat minim seperti jalan raya menyebabkan 
harga kebutuhan dasar lebih tinggi dibanding dengan di daerah lain, sehingga 
menjadikan perekonomian masyarakat memerlukan biaya tinggi (high cost). Hal 
ini karena kurangnya aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh bahan-bahan 
produksi dan memperdagangkan hasil produksinya. Besarnya biaya dan 
rendahnya aksesibilitas ekonomi menyebabkan rendahnya pendapatan 
masyarakat.  
Pada dasarnya secara sosial, masyarakat Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur memiliki kesamaan etnisitas dengan masyarakat Kabupaten 
Bolaang Mongondow. Oleh karena itu selain sebagai upaya untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas pemerintahan di calon cakupan wilayah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Timur itu sendiri, tuntutan pembentukan Kabupaten 
Bolaang Mongondow Timur, juga merupakan upaya Kabupaten Bolaang 
Mongondow untuk memenuhi persyaratan fisik agar bisa terbentuk menjadi 
Provinsi. Hal ini didorong oleh aspirasi etnis Mongondow untuk memisahkan diri 
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dari Sulawesi Utara yang secara politik maupun ekonomi didominasi oleh etnis 
Minahasa. 
Pada tahun 2007 Kabupaten Bolaang Mongondow telah membentuk 
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kota Kotamobagu. Ketika 
pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang 
Mongondow Selatan tercapai, Kabupaten Bolaang Mongondow telah memiliki 
empat Kabupaten dan satu Kota, sehingga secara hukum sudah memenuhi 
salah satu persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana yang diatur undang-
undang. 
3.2 Hubungan Negara-Masyarakat dalam Proses Pembentukan 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur  
Malalui pembentukan daerah otonom, akan tercipta institusi politik yang 
menjalankan kekuasaan dan kewenangan serta kontrol di daerah. Institusi-
institusi politik dibentuk di daerah otonom sebagai penyelenggara pemerintahan 
daerah. Institusi ini memiliki kewenangan dan kontrol atas segala aspek 
kekuasaan di daerah. Sementara pejabat politik di dalam institusi politik ini 
direkrut secara demokratis. Dalam konteks inilah seringkali muncul upaya 
lokalisasi kekuasaan (localisation of power) oleh elit lokal dengan cara menuntut 
pembentukan daerah otonom, sehingga tercipta lahan kekuasaan baru di 
daerah.  
Dengan kondisi heterogenitas masyarakat Indonesia baik secara etnisitas 
maupun agama, potensial dan aktual menjadi tantangan tersendiri dalam 
pembentukan suatu daerah otonom. Adanya perbedaan etnisitas maupun agama 
di dalam masyarakat yang berada pada satu wilayah administratif, menjadi 
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pemicu lahirnya keinginan salah satu komunitas masyarakat untuk memisahkan 
diri dari wilayah induknya bilamana terjadi ketimpangan atau ketidakadilan politik, 
ekonomi maupun sosial.  
Kondisi itu potensial dan secara aktual melahirkan adanya gerakan sosial 
(social movements) yang menuntut pembentukan daerah otonom. Gerakan 
sosial (social movements) merupakan media penghubung antara negara dan 
masyarakat. Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk artikulasi kepentingan 
antara masyarakat dan negara. Melalui gerakan sosial inilah, masyarakat bisa 
mempengaruhi agenda politik kebijakan. Faulks (1999, h.139) mengatakan 
bahwa relasi antara negara dan masyarakat sipil seringkali bertransformasi 
melalui aksi-aksi gerakan sosial, yang dapat didefinisikan sebagai “kelompok 
individu berfikiran sama yang bergabung dalam berbagai bentuk organisasi 
dalam usaha menjalankan atau mencegah perubahan sosial”. Senada dengan 
itu, Habermas, Offe maupun Melucci, sebagaimana dikutip Triwibowo (2006) 
menyatakan bahwa gerakan sosial adalah ‘ruang antara’ (intermediary space) 
yang menjembatani civil society dan negara.  
Keberhasilan gerakan sosial dalam mempengaruhi agenda politik 
kebijakan negara, karena adanya peluang politik (political oportunity). 
Sebagaimana diungkapkan McAdam (1996, h. 2) “The structure of political 
opportunities and constraints confronting the movement”. Secara lebih detil, 
McAdam (1996, h. 27) membagi dimensi dari peluang politik itu sendiri yang 
kemudian membentuk kemampuan dari gerakan sosial (social movements) 
dalam mempengaruhi agenda politik, yaitu sebagai berikut :  
(1)  The relative opennes or closure of the institutionalized political system 
(relatif terbuka atau tertutupnya sistem kelembagaan politik)  
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(2)  The stability or instability of that broad set of elite alignment that typically 
undergird a polity (stabilitas atau instabilitas jajaran elit yang secara 
khusus mendasari pemerintahan)  
(3)  The presence or absence of elite allies; and (adanya atau tidak adanya 
persekutuan para elit) 
(4)  The state’s capacity and propensity for represion (kapasitas negara dan 
kecenderungan untuk menekan) 
 Namun, merujuk pada tujuan desentralisasi itu sendiri untuk mencapai 
efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta meningkatkan demokrasi lokal yang 
partisipatif, seringkali adanya upaya lokalisasi kekuasaan dan gerakan sosial 
dalam tuntutan pembentukan daerah otonom, mengesampingkan rasionalitas 
administratif maupun rasionalitas politik sebagai dasar untuk menilai layak 
tidaknya suatu daerah otonom untuk dibentuk. Hal ini menyebabkan syarat 
dalam pembentukan daerah otonom sebagaimana diamanatkan UU dan PP, 
seringkali dikesampingkan.   
 Berbeda dengan syarat administratif dan syarat fisik kewilayahan yang 
diatur dalam UU 32 tahun 2004 maupun PP 78 tahun 2007, syarat teknis 
merupakan gambaran akan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan fungsi 
pemerintahan. Aspek teknis ini sangatlah penting, karena otonomi daerah bukan 
sekedar hak daerah tapi juga kewenangan dan kewajiban daerah dalam 
menyelenggarakan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, maka dibutuhkan 
kapasitas daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, sebagaimana 
indikator-indikator yang harus ditunjukkan dalam syarat teknis. Akan tetapi, 
syarat teknis ini juga seringkali dikesampingkan dalam proses pembentukan 
daerah otonom karena besarnya desakan politik dari masyarakat di tingkat lokal 
yang menuntut pembentukan daerah otonom. 
Kemudian dalam konteks pembentukan daerah otonom, logika awal yang 
perlu dibangun adalah pemahaman akan esensi dari daerah otonom itu sendiri. 
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Dalam UU nomor 32 tahun 2004 yang dimaksud dengan daerah otonom adalah 
“kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
Esensinya bahwa daerah otonom diorganisasi dan dilembagakan dari 
komunitas masyarakat itu sendiri. Maka secara mutlak hanya dapat terbentuk 
apabila berwujud menjadi aspirasi sebagian besar masyarakat di dalam suatu 
area tertentu. Di dalam syarat pembentukan daerah otonom (syarat administratif) 
tersurat bahwa proses awal pembentukan daerah otonom harus lahir dari 
aspirasi masyarakat. Pada pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 
tahun 2007, dijelaskan bahwa proses pembentukan daerah otonom berawal dari: 
Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk 
keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau 
nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan 
wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan  
Muatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 di atas, 
sangat jelas menegaskan bahwa aspirasi masyarakat merupakan aspek yang 
sangat fundamental dalam pembentukan daerah otonom. Sehingga partisipasi 
masyarakat pun menjadi hal yang mutlak. Partisipasi masyarakat disini sekiranya 
dapat dibagi kedalam dua arah, yakni; pertama, partisipasi masyarakat di dalam 
melahirkan agenda pembentukan daerah otonom dan; kedua,  partisipasi 
masyarakat di dalam melaksanakan agenda pemekaran itu sendiri. 
Melihat pada muatan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 
tahun 2007 di atas, sangat jelas menegaskan bahwa partisipasi masyarakat di 
dalam proses pembentukan daerah otonom adalah pada lahirnya keputusan atas 
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agenda pembentukan daerah otonom. Badan Perwakilan Desa (BPD) maupun 
Forum Kelurahan sebagai representasi masyarakat hanya menindaklanjuti apa 
yang menjadi keputusan bersama masyarakat. Akan tetapi, karena lemahnya 
perangkat hukum dalam mengatur bagaimana mekanisme bagi BPD dan Forum 
Kelurahan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melahirkan keputusan 
pembentukan daerah otonom, menjadi sebuah ‘celah’ hukum bagi BPD maupun 
Forum Kelurahan membuat keputusan walaupun tanpa melakukan konsultasi 
atau berdasarkan aspirasi masyarakat.    
   
  
  
 
